MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 92/PUU-XX/2022

Tentang

Pengujian Formil Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Selatan,
Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan

Pemohon . Ramos E. Petege

Jenis Perkara . Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah,
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (UU 14/2022, UU
15/2022, dan UU 16/2022) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara . Pengujian Fomil UU 14/2022, UU 15/2022, dan UU 16/2022
terhadap UUD 1945
Amar Ketetapan : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 92/PUU-XX/2022 mengenai
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022
tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi
Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022
tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 92/PUU-
XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada Pemohon

Tanggal Ketetapan : Senin, 31 Oktober 2022
Ikhtisar Ketetapan

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dirugikan dengan
proses pembentukan UU a quo.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi dan telah dicatat



dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 13 September 2022
dengan Nomor 92/PUU-XX/2022.

Bahwa Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan
a quo melalui Sidang Panel pada 28 September 2022 tanpa dihadiri oleh Pemohon
dan/atau kuasanya.

Bahwa sebelum persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan yakni pada 28
September 2022 pukul 12.36 WIB, Pemohon mengajukan surat perihal pencabutan Perkara
92/PUU-XX/2022 melalui surat elektronik (e-mail).

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik
kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”,
dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud
ayat (2) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”;

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada 11 Oktober 2022 telah menetapkan
pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 92/PUU-XX/2022 adalah
beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a quo.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 92/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian Formil
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi
Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali Permohonan Nomor 92/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada Pemohon



